
WALIKOTA SU RAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR : 20 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHLlN 2009 

TEMANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan penghasilan bagi Guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, 

perlu diberi kan tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai 

Negeri Sipil Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 117 / PMK.07 / 2010 tentang 

Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi 

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, 



Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, Pemerintah 

Daerah wajib membayarkan Tunjangan Profesi kepada 

masing masing Guru PNSD untuk semester pertama paling 

lambat pada bulan Juli 2010; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2010. 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - 

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 9 Tahun 

1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890); 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana 



telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahiln 

1994 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bi~mi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tamba han Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 

3569); 

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688 ); 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahiln 2003 tentang 

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia 4301); 

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 



9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - ilndangan 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389 ); 

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggilng Jawab Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ); 

11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarribahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repu bli k 

Indonesia Tah1.m 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana 

telah dii~bah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Peri~bahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Repu bllk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

13. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perim bangan Keuangan Antara Pemerinta h Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 



14. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repu bli k 

Indonesia Nomor 4586); 

15. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daera h, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah ( Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043 ); 

16. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi k 

Indonesia Tahun 2009 Nomoe 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 5049); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republi k Indonesia Ta hun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diuba h terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Per~~bahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

21); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republi k 

Indonesia Nomor 4028); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retri busi Daera h ( Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tarn ba han Lerr~baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 

4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Perat~~ran Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502 ); 



23. Peratwan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574 ); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perin'lbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistim Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 

27. Peratwan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577 ); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penera pan Standar Pelayanan 

Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 4585 ); 

30. Peratwan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4593); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4624 ); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ); 

33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang - undangan; 

34. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 59 Tahun 2009 

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri 

Sipil; 

35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 

tentang Visi dan Misi Kota Surakarta ( Lembaran Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 



36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta 

( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 

Seri A Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwa kilan Rakyat Daera h (Lem baran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 

2 1; 

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kota Surakarta ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 

2007 Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daera h ( Lerr~ baran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4). 

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Ke j a  Perangkat Daerah Kota 

Surakarta ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 

Nomor 6 ); 



41. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h Kota 

Surakarta Tahun Arlggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota 

Surakarta Tahun 2009 Nomor 10). 

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 / PMK.07 / 2010 

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kepada Daera h Propinsi, Kabupaten dan Kota Ta hun 

Anggaran 2010; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 / PMK.07 / 2010 

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daera h kepada Daera h Propinsi, Ka bupaten dan Kota 

Tahun Anggaran 2010; 

3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h 

Kota Surakarta Nomor .. Tahun 2010 tentang 

Penganggaran dan Pembayaran Mendahului Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h Ta hun 

Anggaran 2010 untuk Tunjangan Profesi Guru Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 dan Tambahan Penhasilan 

bagi Guru Pegawai Negerin Sipil Daerah Tahun 2010. 

Menetapkan : PERATURAN WAUKOTA TENTANG PERUBAHAN KEnGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2009 

TEIVTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sehingga keseluruhan berbunyi 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal I1 

Peraturan Walikota ini rr~ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 1 septcm ber 20\0 

4 WALIKOTA SURAKARTA, 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 2 SWCrnb~r 2010 

I -BUDISUHARTO 
Pembina Utama Muda 


